
BUTI1ATI I{ATINGAII

PERATURJIN BUPATI I{ATII{GAIII
NOMOR . b1, TATIUN 2OT2

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN DAIU'PENETAPAN NILAI '[UAL O&'EK PA"'AK

(NJOPI, ilILAI JUAL OBJEK IPA"TAK TIDAK KENA :PA^IAK {NJOPTI(I,)
PAJAK BUMI DAN BANGTTNAN PERDESAAN DIIN PERKOTAAI{

BUPATI I{ATINGAN'

Mengingat

Menimbang : a. bahwa berdlasarkan ketentuan Pa-sal 2 huruf j undang

- undang I$omor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah

dan Retribursi Daerah, serta Pasal 2 huruf i Peraturan
DaerahKabupatenKatinganNromorSTahun2oll
tentang Pajiak Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi
danBangunanPerdesaandanPerkotaanmerupakan
jenis Pajak Daerah Kabupatenl Kota;

u. 
"uarrwa dar.lam rangka pengaturan pelaksanaan

pemungutan Pajak 
-Bumi dan Bangunan Sektor

perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten
Katingan perlu adanya pengaturan dalam
penyelengga"raannya;

c. trn*" berdasarkan pertimb.ngan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu

ditetapkan Peraturan Bupati Katingan'

: 1. Undang-unrlang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

BumidanBangunan(LembaranNegaraRepublik
Indonesia T'ahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Reprublik Indonesia Nomor 3312) seba$aimana
aiuuarr dengan undang-undang lrlomor 12 Tahun 1994
(l,embarar, 

- 
N"gu.t. Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor62,TambahanLembar"anNegaraRepublik
Indonesia lllomor 3569.

2. Undang-unrlang Nomor 5 Tra.hun 2ao2 tentang
Pembentuk,rrn Kabupaten Keltingan, Kabupaten
Seruyan, Ketbupaten Sukamara, Jl(abupaten Lamandau,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Murung Raya dan Keribupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik Irrdonesia Tahun 2oa2 Nomor 18, Tambahan

LembaranlitegaraRepubliklndonr:siaNomora180);



3. Undang-Unrlang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintaha.n baerah (Lembarra'n Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan
Lembaran )Negara Republik Ind.onesia Nomor 4437),

sebagaimana 
-telah diubah deragan undang-undang

NomorST.rrhun2005tentangPenetapanPeraturan
PemerintahPengantiUndang-Un,dangNomor3Tahun
2OO5 tentarag Perubahan atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun ZriO+ tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Unclang(LembaranNegarraRepubliklndonesia.
Tahun 20011 Nomor 1O8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548i,), sebagaimana telah

aluuatr den.gan Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentar:r'g Perubahan Kedua atas undang-Undang
Nomor 32 "I'ahun 2oo4 tentang .Pemerintahan Daerah
(LembaranNegaraRepubliklnr:lonesiaTahun2ooS
NomorS,Ta-mbaharr.LembarernNegaraRepublik
Indonesia Nomor a8afl;

4. Undang-Unrlang Nomor 33 T'ahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara F',emerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor t23, Tambahan

LembaranNtegaraRepubliklndon.::siaNomoraa3S);

5. Undang - rUndang Nomor 25 'llahun 2OO9 tentang

Pelayanan Pub1ik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOg Nom,or 112, Tambahan

LembaranN[egaraRepubliklndon,esiaNomor5o38);

6. Undang-un,rlang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerahda.nRetribusiDaerahr(I,embaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2oo9liomor 130, Tambahan

Lembaran llegara Republik Indonesia Nomor 50a9);

7. Undang-Un,rlang Nomor 12 Tz*run 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik In,donesia Tahun 2o|L
ilo*o. g2, ramuarran pmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5%a\ ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahrun 2oo7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahian Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (l,embra.ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Reprrrblik Indonesia Nomor a7371;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan.KeuanganDaerahL(LembaranNegara
RepiUtlt< Indonesia Tahun 2005 I'riomor 140, Tambahan
Lembaran l,{egara Republik Indonesia Nomor a578J;

1O. Peraturan llemerintah Nomor 39 Tahun 2oo7 tentang
PengelolaanL uang Negara/Daerzrh (tembaran Negara

nepirUtlt< IrLrdonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan

Lembaran llegara Republik Indonesia Nomor a7381;
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MenetaPkan :

ll.Peraturan F,emerintah Nomor 91 Tahun 2olo tentang

Jenis Pajalk Daerah Yang Dipungut Berdasarkan

Penetapan ,l{epala Daerah Ata.t:. Dibayar Sendiri Oleh

W"jiU Pajalk lrcmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010r Nomor 153);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lembara-n Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2o08

Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 ',l'ahun 20LL tente'ng

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2008 Tenta:ng Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten tatingan (Lembararr Daerah Kabupaten

Katingan Telhun 201lNomor 3);

14. peraturan I)aerah Nomor I Tahun 2olL tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan'Tahun
2otl Nomorr' 8 );

MEIIffUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTA:ITG TATA CARA

PENENTUANDAIVPENETAPAN]IULIUJUALoB.,EK
in"laX (NJOIr,l DAN NILAI JUAL OIBJEK PA"IAI( TIDAI(
KENA PA"rAlli (NJOPTKPI pAJNr BUMI DAr{

BANGUNAN PI}RDESAAN DAI{ PERIKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :

1. pemerintahLan Daerah adalah Perrryelenggaraan urusall
PemerintahL oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asias otonomi dan tugasi pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas - luasny'a dengan sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Pernerintahr Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebragai Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Dewan Per:wakilan Ralryat Daer.ah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan. Perwakilan Rakyat

Daerah KalLruPaten Katingan;

4. Bupati adalah BuPati Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris
Kabupaten Katingan;

6. Dinas Pen,clapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah KabuPaten Katingan;

Daerah
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7. Pejabat adri:Llah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
pemerintah Daerlh- Kabupaten }htingan yang diberi

tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan

Retribusi Drterah sesuai d'engan ketentuan perundang-

undangan Y'ang berlaku;

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah KabuPaten;

g. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah sebagai unsur
penyelenggeraan Pemerintah KeiuLrahan'

l0.Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa

KabuPaten Katingan ;

1l.Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang

daerah yang ditentukan oleh K"epala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah;

12.Pajak Daer:rh, yang selanjutnya disebut P3jak' adalah

kontribusi wajib k-epada daerah yang te,rhutang oleh

orang pribrldi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak

mendapat imbalan """r.tu' 
langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bag' sebesar-besarnya
kemakmurern ralgrat;

13.Pajak Bumi dan Bangunan adalah paiak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai' dan/atau
dimanfaatka.n"oleh oi*S pribadi atau Badan kecuali

kawasan )'ang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunanL, perhutanan, dan pertambangan;

l4.Bumi adalz,th permukaan bumi yang meliputi tanah

dan pera:lran pedalaman serta laut wilayah
kabupatenl .kota;

ls.Bangunan erdalah konstruksi tekrrik ya]Ig ditanam atau

dilekatkan seca-ra tetap pada tana.h dan/atau perairan
pedalaman danl atau laut;

l6.SubjekPajakadatahorangpribrldiataubadanyang
dapat dikenLiakan Pajak;

17.Ni1ai Jual objek Pajak yang r,;elanjutnya disingkat

NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh da-ri

transaksi jr:al beli yang terjadi secara y4i", dan

bilamana ti.dak terdapat transa-ksi jual beli, NJOP

ditentukan melalui peiUrndinga-rr harga dengan objek
lain yang serienis, atan'r nilai perolehan baru, atam NJOP

pengganti;

l8.Wajib Paja-Lr adalah orarlg pribadi atau Badan meliputi
pembayar p,ajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang*"*p,-r-ttyaihakdankewajitranperpajakansesuai
i".t!rrr ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

19.Tahun Paje& adalah jangka wal<tu yang lamanya 1

(satu) ttlit.t kelender, kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yangi tidak sanra dengan

tahun kelerrder;
4
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2o.Masa Pajr* adalah Jangka waktu l(satu) bulan
kelender eltau jangka waktu laiin yang diatur dengan
peraturan Kepala Daerah pali:r.rg lama 3(tiga) bulan
kelender, yang menjadi dasa:: Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor dan m,elaporkan pajak yang
terhutang;

2l.Pajak Yang Terhutang adalah pejak yang harus dibayar
pada suatr.u saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundanfl;undangan perpajakan
daerah;

22.Surat Pernberitahuan Objek Patjak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajeik untuk melaporkan rJata subjek pqjak dan
objek Pqiurk Bumi dan Bangurnan termasuk untuk
sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan perundang-undan gan perpaj akan daerah ;

23.Surat P,r:mberitahuan Paja-trr: Terhutang, yang
selanjutnyra disingkat SPPT, adalah surat yang
digunakar:L untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi daLn Bangunan term.rasuk untuk sektor
Perdesaan dan Perkotaan yanrg terhutang kepada
Wajib Paja.k;

24.Surat Ke[etapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat ISKPD, adalah surat yang digunakan untuh
menetapka,n besarnya jumlah pajak yang telah
ditetapkarr;

25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Llayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, arli{ah surat
ketetapan pajak yang menentukan bes,rrnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajeil<, jumkrlr kekurangan
pembayaran pokok pajak, besirr r-rya sanksi
administreitif , dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar;

26.Surat Kt:tetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahar"r, yang selanjutnya disingkrtt SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajark yang menentukan
tambahan atas jumiah pajak yarlg telah rlitetapkan;

27.Surat Kef:etapan Pajak Daerah tebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adiilah surat ketetapan
pajak ya.ng menentukan jumlah kelebihan
pembayarra.n pajak, karena juml*h kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terhuttirng atau seharusnya
tidak terutang;

28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat llKPDN, adalah surat kctetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnyn
dengan krredit pajak atau pajak tidak terhutang dan
tidak ada l<redit p4jak;

29.Surat Setoran Pajak Daera.tr, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetora:l pajak yang telal[ dilakukan dengan



menggunal<an formulir atau telah dilakukan dengan

cara-lain .ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunrjuk oleh KePala Daerah;

3o.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat STPD, adalah sureit untuk melakukan

tagihL pajak d,anf atau sanks:l administratif berupa

bunga dan./atau denda;
31.Surat Kep'rrrtusan Pembetulan atl'alah surat keputusan
- - 

yang membetulkan kesalahan fi.llis, kesalahan hitung,
a*r1 atau. kekeliruan dalam penerapan ketentuan
yang tertentu dalam peraturan perundang--undangan
p".J"j"f.anr daerah yang terdapaLt dalam glf[' SKPD'
^STiOKS, |SKPDKBT, SKPDN, f:iKPDLB, STPD, SUTAT

KeputusanL Pembetulan, atanl Surat Keputusan
Keberatan;

32.Surat Kepr-rtusan Keberatan ad.alah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPIPT, SKPD, SKPDKB'

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLII, atau terhadap
pemotongam atau pemungutan r;rleh pihak ketiga yang

diajukan olieh wajib Pajak;
Ss.ganaing adalah .rp.y" hukum lfang dapat dilakukan

oleh *I3it, pajak 
-"i.r, 

penan$i,$un$ F1j"k terhadap
suatu L"pJt ".tt 

yang dapatt diajukan banding
berdasarkiaLn peraturan perundang-undangan
perpajakan. Yarlg berlaku;

3+.iruiusan []anding adalah putusan badan peradilan

pajakatasbandingterhadapSiuratKeberatanyang
dia.lrrkan olleh Wajib Pajak;

3s.pemunguti:rn adalah suatu ranl4kaian kegiatan mulai
dari raigk,aian penghimpunan clata objek dan subjek

pajak, penentuan besarnya pajak yang---terhutang

**"pai kegiatan penagihan paja& kepada Wajib Pajak

serta Pengawasan PenyetorannYa;

36.pemeriksa,ein adalah sera.ngkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah da'ta, keterangan, danf
atau bukti yang dilaksanakanr secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk mr:nguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajaka, dalrah dan retribu.si dan/ atau untuk
iu:r]"n lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
pJrundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi
daerah;

37.Penyidikan tindak pidana di bidrang perpajakan daerah

adalah serangkai"., tind"kan yang dilakukan Penyidik
untuk menca.i serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat ter"ang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah yarrg terjadi serta

menemuka.n tersangkanYa;
3g.sektor Perdesaan dan Perkotaerr adalah objek Pqiak

Bumi dan Bangunan yan€! meliputi kawasan
pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan,

industri serta objek khusus perkotaan;



BAB II
PENETAPAN BESJiRNYA

NtLAr JUAL OBJEK PA.,IAK (NJOPI

l

i

t-
I

Pasal 2

(1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
perdesaan d"r, Perkotaan adaiah Nilai Jual Objek

Pajak yang disingkat NJOP'

(2) Nilai Jual. Objek Pajak adal-ah harga rata-rata yang

diperoleh dari transaksi jual br:li yang terjadi secara

*4". dan bilamana tidak tendapat transaksi jual
beii, Nila.i Jual objek pajak ditentukan melalui

perbandingan harga d.t'gtt' otrjek lain yang sejenis'

"t", nilai perolehin baru atau Nilai Jual Objek Pajak

pengganti.

(3) Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan
bumi (tanah, peraiian pedalarnan serta laut wilayah

Indonesia) beiserta kekayaan alam yang berada di

atas maupun dibawahnya, dan/ atau bangunan yang

melekat di.atasnYa.

(a) Klasifikasi adalah pengelompok.an nilai jual rata-rata
atasperrnukaan-bumiberuapat*4dan/atau
bangunariL yang digunakan sehagai pedoman untuk
memudah'kan Pengitungan PBE-P2'

(5) Standar Investasi adalah .iumlah biay-a yang

diinvestasrikan untuk suatu pe;rnbangunan dan/atau
penanarnarn, dan/atau penggali'an jenis sumber daya

alam ati:tu budidaya tertentu, yang dihitung
berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan' dan
alat, mullai dari awal pelaksanaan hingga tahap
produksi iultau menghasilkan'

(6) Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak, ' yang leirrk,- bentuk, perunl-ukannya dan atau
penggunai].nnyamempunyarsif.atdankaraketeristik
khusus.

(7) Klasifikasi. dan besarnya Nilai .-tual objek Pajak atas

permukaenbumiberupatanahditetapkan
sebagaiml;ma tercantum dala:rn Lampiran I dan

Lampiran II Keputusan Bupati ini'

(g) Klasifikasi. dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas
permukaembumiberupaElangunanditetapkan
iebagaim,:uta tercantum dala:in Lampiran III dan

Lampiran IV KePutusan BuPati ini'

Pasal 3

Dalam hal a,:la objek pajak yang nilai jual per M2 nya

lebih besar dari ketentuan Nilai jrar objek Pajak

sebagaimana dimaksud pada pasad 2 ayat (7) dan ayat



(8), Nilai Jui,rl Objek Pajak yang terjadi di lapangan

i"r""Urrt digu:rrakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi

dan Bangunatr.

Pasal 4

Objek Pajak sektor Perdesaan dan Perkotaan yang yang

tid;k bersifa,t khusus , Nilai .lual Objek Pajaknya

ditentukan trerdasarkan nilai inr:likasi rata-rata yang

diperoleh dari hasil penilaian secara masal'

Pasal 5
BesarnyaNilaiJualobjekPa,iakusahadibidang
perikanan, .lleternakan dan perairan Y"lYk areal

iroduksi 
'aaril 

atau areal belum produksi ditentukan
terdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan
sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (6) dan ayat

121 , iitambdh dengan nilai standerr investasi atau nilau
j";i pengga,ti alau dihitung secara keseluruhan
berdasarkan nilai jual pengganti'

Pasal 6
objek Pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual
Objek eijak,nya dapal ditentukan berdasarkan nilai
p.i., yang dilakukan oleh pejabat penilai secara

individual.

Pasal 7
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat Llupati dapat memprublikasikan Nilai Jual
objekpajakBumimelaluirrrediainformasidan
komunikasi.

Pasal 8
(1) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 2

ayat (1i ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun , kecuali untuk
o63"t pajrak iertentu dapat dil-etapkan setiap tahun
sesuai der:igan perkembangan wilayahnya'

(2)BesarnyaNJOPuntukTahurrPajak2otsmasih
mengacu pada ketentuan yang clitetapkan oleh Menter:i.

Keuangan" atau pejabat yang diturnjuk

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud
dalam a;yat (1) untuk tahtm pajak 2Ol4 dan
seterusnya ditetapkan oleh Bupati Katingan dengan

Peraturan BuPati tersendiri.
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BAB III
NILN JU,I\L OBJEK PAJN( TIINAT( KENA PAJN(

(NJOPTI(P)

Pasal 8

(1) Nilai Juat Objek Pajak I$'k llena Pajak (NJOPTKP)

adalah bartas tttit.i iual Objek lPajak yang tidak kena

Pajak.
(2) b;;nya Nilai Juat objek Pa.iak Tida|< Kela Pajak

ditetapkr.rl sebesar np' tO'OOCI'OOO'- (sepuluh juta
rupiah) ur:.tuk setiap Wajib Paja}r'

t3t A;lbila wr,rjib pajak melnPunYai beberapa Objek Pajak'
'-' ;;;; dibe,,rikan Nilai Jual ob.iek Paiak Tidak Kena

Pajak har:ya salah satu Objek: Pajak -yang 
nilainya

terbesar, sedangkan Objek Pajak lainn-ya tetap

dikenakat, """*I 
penuh i*ttpel dikurangi Nilai Jual

Objek Pajak Tidak Kena Pajak'

Contoh:
Seorang 'iVajib Pajak mempur:yai dua. objek pajak

berupa br,rni du, b^ng"'u'tt masing-masing di Desa A

dan di Desa B dengan nilai seba'gai berikut :

a. Desa A
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp' 8'00O'O00'-

- Nilai Jtral Objek Paiak Bangunan- Rp' 5'000'000'-

Nilai Jua.t Objek Pajak untuk pr:nghitungan Pajak :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi - Rp' 8'000'000'-
- Nilai Jud Obiek PaJak Bangunan= Rp' 5'O00'OO0'-

- Nilai Jtual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan

pajak RP. 13.OOO.OOO,-

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Rp.10.Ct0O.000,- (-)
- Nilai Jual Objek Pajak

adaleLh RP. 3.00O.000, _unfttk 
penghitungan Pajak

b. Desa B
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp' 7'O0O'O00'-

- Nilai JuaI Obiek ea.iat< Bangrlnan: Rp' 5'0OO'0OO'-

Nilai Jue[ Objek Pajak untuk penghitu"gg Pl* t

- Nilai Jual Objek e4"t Bumi = Rp' 7'0O0'0O0'-

- Nilai Jual Obiek faJak Bangunan= Rp' 5'O0O'0O0'-

- Nilai .lual Objek Pajak seb'agai dasar pengenaan

pajak R:P 12.00O.OO0,-

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp'O'- (-)

- Nilai Jual OU.iet p":,t untrrk penghitungan Pajak

adalah RP' 12.O00.000,-

Untuk Ol:1jek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai

Jualob|'lekpajat<TidakKenaPajaksebesar
ip.1O.OOCI.OOO,- [sepuluh juta rupiah), E*91]" Nil€ri

ilJ 
-ou.,.:t< pajak ridak Kena pajak telah diberikan

untuk O!1et< Pajak yang berada di Desa A'



Pasal 12

(1) Nilai Juatr Objek Pajak b-"*pt tanah adalah sebesar

nilai konLverJi setiap Zona lvilai Tanah kedalam

klasifikasi, p"rrggotottgu'" dan ketentuan nilai jual

permukaern bumi (tanah )'

(2) Nilai Jueil Objek P"j1k 
- lerupa bangunan adalah

sebesar nilai konveisi biaya pembangunan baru

setiap jerLLis bangunan setelah dikurangi penyusutan

fisik -berdasarfan metode penilaian kedalam

klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual
bangunan.

Pasal 13

(1) Besarnya nilai Jual Objek Pajak atas Objek Paiak

PBB-P2 Siektor Perdesaan dan Perkotaan ditentukan
sebagai berikut :

a.objekPajakberupatanahadalahsebesarNilai
;uat Obj;k Pajak sebagair:r:rana dimaksud pada

Pasal 1:2 aYat (1);

b.objek]i,ajakberupaBangunatnadalahsebesarNilai
.luat Objek Pajat sebigainrana dimaksud pada

pasal l:2 aYat (2).;

Pasal 14

Standar Investasi adatah ;iumlah biaya yang

diinvestarsikan untuk suatu pembangunan dan/ atau

penanam ar., danf atau penggalian jenis sumber daya

alam al.iau budidaya tertentu, yang dihitung
berdasarkan komponen tenaga kerja' bahan' dan

alat, mulai dari awal pelaks'anaan hingga tahap

produksi atau menghasilkan'

Pasal 15

Objek PaLiak sektor perdesaar:L dan Perkotaan yang

yang tid.ak bersifaf khusus , Nilai Jual Objek

ir"j.krry. ditentukan berdasarl[ran nilai indikasi rata-
tu'it y''"g diperoleh dari hasil p'enilaian secara masal'

Pasal 16

Besarnya.NilaiJualobjek)t,ajakusahadibidang
perikanan, peternakan d^t' perairan rlntuk areal

produksi aai/ atau areal belurn produksiditentukan
terdasarkan nilai jual permukaan bumi dan

bangunain sebagaimana dima!::sud pada pasal 2 ayat

ayat- (3) , ditairbah dengan nilai standar investasi

^i", 
'nil:ru jual pengganti atau dihitung secara

keselurulfran terdasarkan nilai jual pengganti'

Pasal 17

objekPajaktertentuyangbersifatkhusus,NilaiJual
Objek paqjaknya dapat dilentukan berdasarkan nilai
pasar yamg dilak kat oleh pejabat penilai secara

individuerl.

Lo



BAB TV

KETENTUAI{ PENUTUP

Pasal 19

peraturan Br.rpati ini dimuiai berlaku sejak tanggal 1

Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pJngundatt[r..t PLraturan Bupati ini 

- 
dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Katingan.

Ditetap.l<an di Kasongarl
pada tanggal, zt Aopt'c',2O 1 2

Pasal 18

Dalam rangka memberikan pelayanan -.-kepada
masyarakat Bupati Katingan da'pat mempublikasikan
Nilai Jual Objek Pajak Bumi melalui media infqrmasi
dan komrlnikasi

BUfT:t I(ATINGAI{,

\ril'
lqtWl/

DTIW$}L RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, q *ago'u-'2o 1 2.

TATEL LAD.IU
DAERAH KABUPATEI.I KATINGAN TAI{UN 2()12 NOMOR r 83'

SEKRETARIS
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